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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

MEKANISME
PEMBENTUKAN

DAERAH PERSIAPAN
(BOTTOM UP)

GUBERNUR

PEMERINTAH 
PUSAT

DPR RI

DPD RI

Gubernur menyampaikan Usulan
Pembentukan Daerah Persiapan provinsi dan
kabupaten/Kota, dengan melampirkan :
1 persyaratan dasar kewilayahan 
2 dokumen persyaratan administratif.

Pasal 38 UU 23/2014

Usulan Pembentukan
Daerah Persiapan

Pemerintah Pusat melakukan penilaian
thd:
1 persyaratan dasar kewilayahan 
2 dokumen persyaratan administratif.

Pasal 38 ayat (2) UU 23/2014
hasil penilaian dinyatakan telah memenuhi

syarat, Pemerintah Pusat menyampaikan hasil 
penilaian tersebut kepada DPR RI dan DPD RI

Pasal 38 ayat (3) UU 23/2014 

Pemerintah Pusat membentuk
TIM KAJIAN INDEPENDEN dengan 

persetujuan DPR RI dan DPD RI
Pasal 38 ayat (4) UU 23/2014 

TIM KAJIAN INDEPENDEN
Melakukan penilaian terhadap persyaratan 

dasar kapasitas Daerah
Pasal 38 ayat (5) UU 23/2014 

MENDAGRI

SIDANG DPOD

Konsultasi Hasil Sidang 
DPOD dengan

DPR RI & DPD RI

Hasil Konsultasi Menyatakan Usulan 
Pembentukan Daerah Persiapan MEMENUHI 

PERSYARATAN

Menteri Menyampaikan Izin Prakarsa 
Penyusunan RPP TENTANG PEMBENTUKAN 

DAERAH PERSIAPAN Kepada PRESIDEN

PRESIDEN

DISETUJUI

TIDAK DISETUJUI
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa BaratPersyaratan Pembentukan Daerah Persiapan

PERSYARATAN DASAR

PERSYARATAN DASAR 
KEWILAYAHAN

PERSYARATAN DASAR 
KAP. DAERAH

1. LUAS WIL MIN
2. JMLH PDDK MIN
3. BTS WIL
4. CAKUPAN WIL
5. BTS USIA MIN PROV, 

KAB/ KOTA, DAN KEC

GEOGRAFI (lokasi ibu kota, hidrografi, 
dan kerawanan bencana)

DEMOGRAFI (kualitas SDM dan
distribusi penduduk)

KEAMANAN (tindakan kriminal umum
dan konflik sosial)

POTENSI EKONOMI (pertumbuhan eko dan
pot.unggulan daerah)

KEUANGAN DAERAH (kapasitas PAD induk, 
pot PACDP dan pengelolaan keu dan aset

daerah)

KEMAMPUAN PENYELENGG. PEM (aksesibilitas
pel.dsr.pddkan, kes, infrastruktur, jml.peg ASN di 

daerah induk dan ranc.RTRW DP)

SOSPOL, ADAT DAN TRADISI (partisipasi
masyarakat dalam pemilu, kohesivitas sosial, 

dan ormas)

PERSYARATAN ADMINSTRASI

1. PA utk DP Provinsi. 
2. PA utk DP kab/kota

Untuk DP Provinsi :
1. Persetujuan bersama DPRD kab/kota dengan

bup/walkot yg akan mjd cakupan wilayah DP Prov.
2. Persetujuan bersama DPRD prov induk dg gub

Daerah Provinsi induk

Untuk DP kab/kota :
1. Kep. Musdes yg akan mjd cakupan wil.Daerah

kab/kota
2. Persetujuan bersama DPRD kab/kota induk dengan

bup/walkot Daerah induk
3. Persetujuan bersama DPRD prov dg gub Daerah

Provinsi yang mencakupi DP kab/kota yg akan
dibentuk
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

VISI dan MISI PROV. JAWA BARAT

Visi dan Misi

Misi 3

No

INDIKATOR KINERJA 
TUJUAN/SASARAN 
(IKU GUBERNUR)

SATUAN
KONDISI 

AWAL 
(2017)

TARGET

Ket

2019 2020 2021 2022 2023

1

Usulan Pembentukan
Daerah Persiapan Daerah
Otonom Baru

Jumlah 0 0 1 1 2 2
IKU 

Gubernur

Visi :
Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin

dengan Inovasi dan Kolaborasi
Misi :

Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan
Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan

Tujuan :
Terwujudnya percepatan pertumbuhan

dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan

Sasaran :
Terbentuknya Daerah Otonomii Baru

untuk percepatan Pembangunan

IKU Gubernur:
Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMEKARAN DAERAH 

1. Surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Nomor 135/009/Otda tanggal 2 Januari 2018 bahwa :
a. 12 usulan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, yaitu 2 pemekaran Provinsi dan 10 pemekaran kabupaten sudah

tercatat di Kementerian Dalam Negeri, yaitu :
▪ Usulan AMPRES 65 dan 22 (Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan).
▪ Usulan Tercatat (Provinsi Cirebon, Provinsi DI Parahyang, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Karawang

Selatan, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut
Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Indramayu Timur, dan Kota Cipanas).

b. Kebijakan umum Pemerintah terkait pemekaran Daerah sampai saat ini masih menunda untuk sementara waktu
sambil menunggu momentum yang tepat berkaitan dengan kondisi ruang fiskal dan ekonomi makro nasional yang
belum mendukung serta adanya prioritas APBN yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan dana desa.

c. Pemerintah telah menyiapkan RPP Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah yang saat ini masih
menunggu persetujuan Presiden.

d. Daerah Pengusul agar mempelajari secara komprehensif hal-hal yang menyangkut persyaratan dasar pemekaran
daerah sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014 khususnya persyaratan dasar kewilayahan dan administrasi.

2. Surat Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Kemendagri RI Nomor 781/DPOD/SDI/2019 tgl 12
November 2019 menyampaikan bahwa :

a. Pemerintah menegaskan bahwa pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan yang dalam
pengusulannya harus memenuhi persyaratan dasar (kewilayahan dan kapasitas daerah) serta persyaratan
administratif, dimana kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah akan dilakukan oleh tim kajian
independen.

b. Pada satu daerah induk terdapat 2 (dua) usulan pembentukan Daerah Persiapan Baru yang diajukan secara
bersamaan dapat diusulkan namun harus memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif
serta seleksi ketat;

c. Persyaratan dokumen Berita Acara Keputusan Musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota yang dibuat berdasarkan UU 32 Tahun 2004 dapat diajukan kembali sebagai persyaratan
administratif sepanjang tidak bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 (tidak ada Desa yang dimekarkan atau
menarik diri).

3.       Meskipun dalam masa penundaan, Kementerian Dalam Negeri membuka kesempatan bagi Daerah untuk mengusulkan
pembentukkan Daerah Persiapan dengan persyaratan yang telah disesuaikan dengan UU 23 Tahun 2014 dan RPP, 
termasuk usulan yang sudah masuk AMPRES, persyaratannya agar diperbaharui.
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

II. Laporan Penataan Wilayah (CDPOB)
RPP Desain Besar Penataan Daerah (Per / Juli 2016)

Luas Wilayah Minimal Pembentukan Kabupaten

Jumlah Penduduk Minimal Pembentukan Kabupaten

Luas Wilayah Minimal Pembentukan Kota

Jumlah Penduduk Minimal Pembentukan Kota

925 Km2

715.285

65,62 Km2

433.582

Jawa Barat  Berpeluang Dapat Menambah 

19 Kabupaten dan 13 Kota

KODE WIL KABUPATEN/KOTA JUMLAH

3201 BOGOR 4.699.282 

3202 SUKABUMI 2.564.855 

3203 CIANJUR 2.285.971 

3204 BANDUNG 3.553.670 

3205 GARUT 2.280.162 

3206 TASIKMALAYA 1.791.881 

3207 CIAMIS 1.248.031 

3208 KUNINGAN 1.165.401 

3209 CIREBON 2.184.380 

3210 MAJALENGKA 1.301.010 

3211 SUMEDANG 1.152.215 

3212 INDRAMAYU 1.858.562 

3213 SUBANG 1.569.709 

3214 PURWAKARTA 945.654 

3215 KARAWANG 2.316.702 

3216 BEKASI 2.667.159 

3217 BANDUNG BARAT 1.662.706 

3218 PANGANDARAN 422.615 

3271 KOTA BOGOR 1.041.901 

3272 KOTA SUKABUMI 348.131 

3273 KOTA BANDUNG 2.467.821 

3274 KOTA CIREBON 339.607 

3275 KOTA BEKASI 2.441.495 

3276 KOTA DEPOK 1.851.878 

3277 KOTA CIMAHI 551.836 

3278
KOTA 
TASIKMALAYA 714.978 

3279 KOTA BANJAR 205.102 

TOTAL 45.632.714 

Sumber : Database SIAK 

Provinsi Jawa Barat Hasil 

Konsolidasi per 30 Juni 2019

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA 
PROVINSI JAWA BARAT  

TAHUN 2019 SEMESTER I Kabupaten/Kota Luas (Km2)

Kabupaten

1. Bogor 2.710,62

2. Sukabumi 4.145,70

3. Cianjur 3.840,16

4. Bandung 1.767,96

5. Garut 3.074,07

6. Tasikmalaya 2.551,19

7. Ciamis 1.414,71

8. Kuningan 1.110,56

9. Cirebon 984,52

10. Majalengka 1.204,24

11. Sumedang 1.518,33

12. Indramayu 2.040,11

13. Subang 1.893,95

14. Purwakarta 825,74

15. Karawang 1.652,20

16. Bekasi 1.224,88

17. Bandung Barat 1.305,77

18. Pangandaran 1.010,00

Kota

1. Bogor 118,50

2. Sukabumi 48,25

3. Bandung 167,67

4. Cirebon 37,36

5. Bekasi 206,61

6. Depok 200,29

7. Cimahi 39,27

8. Tasikmalaya 171,61

9. Banjar 113,49

Jawa Barat 35.377,76

Sumber : Dirjen PUM Kemendagri 

Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat,
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

Pentahapan/Milestone Persiapan Usulan Pembentukan
CDPOB Hingga Kepada Pemerintah Pusat :

No Tahapan Kegiatan Jangka Waktu Estimasi Keterangan

1. Penyampaian Usulan Pembentukan CDPOB dari Daerah Induk 1-2 Bulan Realisasi Tentatif

2. Proses Verifikasi Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat 1-2 Bulan Realisasi Tentatif

3. Penyiapan Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Oleh Pemerintah
Provinsi & Pemerintah Kabupaten Induk

3-4 Bulan Realisasi Tentatif

4. Pengusulan Persetujuan Bersama Gubernur dan Ketua DPRD dari
Gubernur Kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat

1 Bulan Realisasi Tentatif

5. Proses di DPRD Provinsi Jawa Barat Hingga Sidang Paripurna 2-3 Bulan Realisasi Tentatif

6. Penyampaian Usulan CDPOB Dari Gubenur Jawa Barat Kepada
Pemerintah Pusat (Dirjen Otda Kemendagri RI) dan DPD RI Utusan Jawa
Barat

1 Bulan
Realisasi Tentatif

7. Penyampaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Kepada Pemerintah
Pusat (Dirjen Otda Kemendagri RI) dan DPD RI Utusan Provinsi Jawa
Barat

1 Bulan
Realisasi Tentatif
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

Progress Usulan CDPOB Yang Telah Diusulkan
Kepada Pemerintah Pusat (Dirjen Otda Kemendagri RI) & DPD RI

CDPOB Tahun Usulan Bahan Usulan Persyaratan CDPOB Sesuai Dengan
UU 23 /2014 & RPP Desartada + RPP Penda

1. Bogor Barat 2020 (Clear) Terpenuhi

2. Garut Selatan 2020 (Clear) Terpenuhi

3. Sukabumi Utara 2020 (Clear) Terpenuhi

4. Bogor Timur 2021 (Clear) Terpenuhi

5. Indramayu Barat 2021 (Clear) Terpenuhi

6. Cianjur Selatan 2022 (Clear) Terpenuhi

7. Tasikmalaya Selatan 2022 (Clear) Terpenuhi

8. Garut Utara 2022 (Clear) Terpenuhi

9. Subang Utara Direncanakan Awal Tahun 2023 Belum

10. Bandung Timur Bukan Berupa Usulan Resmi Belum

11. Bogor Selatan Bukan Berupa Usulan Resmi Belum

12. Bekasi Utara Bukan Berupa Usulan Resmi Belum

13. Kota Lembang Bukan Berupa Usulan Resmi Belum

14. Kota Cikampek Bukan Berupa Usulan Resmi Belum

15. Kota Cipanas Bukan Berupa Usulan Resmi Belum
8



Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

USULAN PEMEKARAN DAERAH YANG TELAH 
DIUSULKAN KEPADA PEMERINTAH TAHUN 2020

Kab. 
Bogor Barat

Surat BUPATI BOGOR Nomor 137/635-Tapem
Hal Penyampaian Persetujuan Bersama Antara
DPRD Kab Bogor dengan Bupati Bogor tentang
Pembentukan Daerah Persiapan Kab. Bogor
Barat Tanggal 23 Januari 2020 .

Kab. 
Sukabumi

Utara

Surat BUPATI SUKABUMI Nomor 118/704-
Tapem Tanggal 30 Januari 2020 Hal
Penyampaian Reviu Kelengkapan Persyaratan
Administrasi Usulan Calon Daerah Persiapan
Kab. Sukabumi Utara

Kab. 
Garut

Selatan

• Surat BUPATI Garut Nomor 125/177/Tapem Tgl 13
Januari 2020 Hal Penyampaian Dokumen
Persyaratan Administratif Calon Daerah Persiapan
Kabupaten Garut Selatan

• Surat Bupati Garut Nomor 130/360-Tapem Tgl 30
Januari 2020 Hal Penyampaian Dokumen
Persyaratan Dasar Kewilayahan Calon Daerah
Persiapan Kab. Garut Selatan

3

1

2

Pemerintah
(Kemendagri)

Surat Gubernur Jawa Barat No
5937/PMD.01/PEMKSM tanggal 21 Desember
2020 Hal Penyampaian Usulan Pembentukan
CDPOB Kabupaten Sukabumi Utara, Garut
Selatan dan Bogor Barat kepada Menteri Dalam
Negeri RI

Disampaikan kepada
Pemerintah
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

USULAN PEMEKARAN DAERAH YANG MASUK DI BIRO 
PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA
(Sudah Disesuaikan dengan UU 23 Tahun 2014)

Kab
Tasikmalaya

Selatan

Kab
Indramayu

Barat

Surat masuk Tahun 2019 diusulkan oleh Bupati
dengan Surat Bupati Indramayu Nomor
135.5/3475/Otda Tanggal 30 Agustus 2019 Hal
Usulan Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat

Kab
Cianjur
Selatan 

Surat Bupati Tasikmalaya Nomor
130/935/Pem/2020 Hal Pemenuhan Persyaratan
Pembentukan CDOB Tasikmalaya Selatan Tanggal
3 Juli 2020.

Kab. 
Bogor 
Timur

Surat Bupati Bogor yang ditujukan kepada
Gubernur dengan Nomor 100/1006-Adpem Tanggal
26 Juli 2019 Hal Usulan Pembentukan Daerah
Persiapan Kabupaten Bogor Timur

Kab Garut
Utara

Surat Bupati Cianjur Nomor 131/3950/Pem Hal
Penyampaian Usulan Dokumen Persyaratan
Administrasi Pembentukan Daerah Persiapan
Kabupaten Cianjur Selatan tanggal 17 Juli 2020

Surat Bupati Garut Nomor 135.5/11295/Tapem
Tanggal 21 Oktober 2020 Hal Usulan
Pembentukan Calon Daerah Persiapan
Kabupaten Garut Utara
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

USULAN PEMEKARAN DAERAH YANG TERCATAT
DI BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA 
(Belum Disesuaikan dengan Ketentuan UU 23 Tahun 2014)

Kab. 
Bekasi
Utara

Surat Bupati Bekasi Nomor 100/902/Adm.Tapem
tanggal 23 Juni 2010 Hal Usulan Pembentukan
DOB Pemekaran Wilayah Kabupaten Bekasi

Pemekaran
Kabupaten

Subang

Pemekaran Induk Kab Cianjur , surat masuk
Tahun 2017 diusulkan oleh Komite Percepatan
Pembentukan DOB Kota Cipanas

Bukan Berupa Usulan

Kab. 
Bandung 

Timur

surat masuk dari Presidium Masyarakat Bogor
Selatan No.009/PPBS/PMBS/X/2018 tgl 16 Okt
2018 Hal Permohonan Pemekaran Bogor Selatan

Bukan Berupa Usulan

Kab. Bogor 
Selatan

Surat Komite Percepatan Pembentukan DOB
Kota Cikampek No 101/KPPDOB-CKP/IX/2020
Tanggal 23 September 2020 Hal Proposal
Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Kota
Cikampek

Kota 
Cikampek

menerima berkas berupa Proposal Pembentukan
Kabupaten Bandung Timur, Selayang Pandang
Pergerakan Komite Independen Pengawasan
Pembangunan dan Percepatan Pembentukan
Kab. Bandung Timur dan Surat dari Ketua Umum
KIP4KBT tgl 11 Februari 2019

Bukan Berupa Usulan

Kota 
Cipanas

Bukan Berupa Usulan

Bukan Berupa Usulan

Berita Acara Rapat Audiensi Forum Pemekaran
Pantura Subang tanggal 27 Desember 2019
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

Pengusulan Pembentukkan CDPOB di Jawa Barat

1. Pengusulan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan dan usulan dari Daerah Induk.
2. Jika melihat usulan yang masuk di Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka Pentahapan Akhir Masa Jabatan yaitu Tahap IV akan dilakukan,

adalah CDPOB Kabupaten Subang Utara & Bandung Timur (namun beberapa persyaratan masih belum terpenuhi).

Tahap I
Telah dilakukan Penandatanganan Naskah Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Gubernur
tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sukabumi Utara, Garut Selatan dan Bogor Barat Nomor : 135/7873-
Setwan.PRSD&PUU/2020 dan Nomor : 07/PMD.01/Pemksm pada tanggal 4 Desember 2020 dan telah disampaikan kepada pihak Kementerian
Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 5937/PMD.01/Pemksm tanggal 21 Desember 2020 hal Penyampaian Usulan
Pembentukan CDPOB Kabupaten Sukabumi Utara, Garut Selatan dan Bogor Barat.

Tahap II
Telah dilakukan Penandatanganan Naskah Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Gubernur tentang
Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat Nomor : 135/1207-DPRD.PRSD&PUU/2021 dan Nomor : 03/OD.04.02/PEMOTDA
pada tanggal 16 April 2021 dan telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 2288/KK/04.02.02/PEMOTDA
tanggal 27 April 2021 hal Penyampaian Usulan Pembentukan CDPOB Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat.

Tahap III
Usulan Pembentukan CDPOB Kab. Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan dan Garut Utara telah disampaikan kepada Ketua DPRD
Provinsi Jawa Barat pada Awal Tahun 2022 melalui surat Gubernur Nomor : 8418/KPG.19.03/Pemotda tanggal 31 Desember
2021 untuk dilakukan pembahasan sebagai dasar penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat
dengan Gubernur.
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

Perbandingan Antara Provinsi Jawa Barat 
dengan Provinsi lain & Latar Belakang 

Kebutuhan Mendesak Pemekaran Daerah
di Jawa Barat



Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa BaratGambaran Umum di Provinsi Jawa Barat,

Jawa Tengah dan Jawa Timur

18 Kab
9 Kota

27 Kab/Kota

29 Kab

6 Kota

35 Kab/Kota

29 Kab
9 Kota

38 Kab/Kota

35.377,76 km2 32.800,69 km2 47.799,75 km2

48.475.500  jiwa 34.358.500 jiwa 39.521.900 jiwa

JUMLAH 
KAB/KOTA

LUAS 
WILAYAH

JUMLAH 
PENDUDUK

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi
Jawa Tengah

Provinsi
Jawa Timur

Sumber data: BPS Tahun 2018 14



Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa BaratPerbandingan Dana Transfer Provinsi Jawa Barat, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur (termasuk Dana Transfer di Provinsi)

Provinsi

Jawa Barat
Provinsi

Jawa Tengah

Provinsi

Jawa Timur

Rp. 36.016.409.840.000,- Rp. 38.656.052.470.000,- Rp. 41.535.225.112.000,-

Fisik         

Rp. 4.029.311.890.000,-
Non Fisik 

Rp. 18.306.799.185.000,-

Fisik         

Rp. 3.734.310.587.000,-
Non Fisik 

Rp. 15.167.349.186.000,-

Fisik        

Rp. 4.525.027.650.000,-

Non Fisik 

Rp. 16.176.551.032.000,-

Rp. 6.048.009.858.000,- Rp. 2.532.723.735.000,- Rp. 11.844.365.291.000,-

DAU TH 2019

DAK TH 2019

DBH TH 2019

JUMLAH Rp. 64,400,530,773,000 Rp. 60,090,435,978,000 Rp. 74,081,169,715,000

Sumber data: www.djpk.kemenkeu.go.id 15



Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa BaratPerbandingan Dana Transfer Provinsi Jawa Barat, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur (termasuk Dana Transfer di Provinsi)

Provinsi

Jawa Barat
Provinsi

Jawa Tengah

Provinsi

Jawa Timur

Rp. 36.559.851.460.000,- Rp. 39.363.462.056.000,- Rp. 42.247.508.543.000,-

Fisik

Rp. 4.043.661.401.000,-

Non Fisik

Rp.18.768.821.591.000,-

Fisik

Rp. 3.962.493.723.000,-

Non Fisik

Rp. 15.148.593.505.000,-

Fisik

Rp. 4.601.438.766.000,-

Non Fisik

Rp. 16.171.282.686.000,-

Rp. 5.148.213.344.000,- Rp. 2.350.136.101.000,- Rp. 5.298.219.138.000,-

DAU TH 2020

DAK TH 2020

DBH TH 2020

JUMLAH Rp. 64,520,547,796,000 Rp. 60,824,685,385,000 Rp. 68,318,449,133,000

Sumber data: www.djpk.kemenkeu.go.id 16



Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa BaratJumlah Desa dan Dana Desa di Provinsi

Jawa Barat, Jawa Tengah  dan Jawa Timur

Provinsi

Jawa Barat
Provinsi

Jawa Tengah

Provinsi

Jawa Timur

Sumber data: www.djpk.kemenkeu.go.id

5.312 desa 7.809 desa 7.724 desa

Rp. 

5.940.216.905.000,-

Rp. 

8.200.608.600.000,-

Rp. 

7.654.234.840.000,-

Jumlah 
Desa

Jumlah Dana Desa 
(TA 2020)

17



Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa BaratGambaran Umum Provinsi Bali,

Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Bogor

Sumber data: BPS Tahun 2018

Provinsi 
Bali

Provinsi 
Sumatera Barat

Kabupaten 
Bogor

5.636,66 km2 42.252,24 km2 2.710,62 km2

4.309.200 jiwa 5.411.800 jiwa 4.246.307 jiwa

8 Kab

1 Kota

9 Kab/Kota

12 Kab

7 Kota

19 Kab/Kota

Luas Wilayah

Jumlah 
Penduduk

Jumlah 
Kab/Kota

57 Kec 125 Kec
Jumlah Kec

1 Kab

40 Kec

18



Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa BaratPerbandingan dengan Daerah Induk Kabupaten Pemekaran

Sumber data: BPS Tahun 2018

Kota Cimahi Kota Banjar Kabupaten 
Bandung Barat

77,56 71,25 7,46

Rp. 
226.983.546.420,-

Rp. 
119.729.205.400,
-

Rp. 
297.286.886.000,
-

IPM

PAD

21 Juni 2001 11 Desember 2002 2 Januari 2007
Tgl 

Pembentukan

Kabupaten 
Pangandaran

Kota 
Tasikmalaya

67,4472,03

Rp. 
248.137.550.470,
-

Rp. 
64.521.332.320,-

21 Juni 2001 25 Oktober 2012

Provinsi Jawa 
Barat

71,30

Rp. 
16.189.205.531.870,
-

19 Agustus 1945

Daerah Induk

Kab. Bandung Kab. Ciamis Kab. 
Tasikmalaya

Kab. Bandung Kab. Ciamis

71,75

Rp. 
724.245.199.000,-

69,63

Rp. 
164.183.048.250,-

65,00 71,75 69,63

Rp. 
179.021.323.000,-

Rp. 
724.245.199.000,-

Rp. 
164.183.048.250,-
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

Prestasi  DOB di Jawa Barat 

Kota Cimahi Kota Banjar Kabupaten 
Bandung Barat

1. Penghargaan TOP IT 2017

Kategori Implementation On

Smart City IT Governance

2017 (Diskominfoarpus)

2. Piala Wahana Tata

Nugraha Kategori Angkutan

Kota Besar (Dishub)

3. Penghargaan Prestasi

Kinerja dengan Status

Sangat Tinggi dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

berdasarkan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(EKPPD) Tahun 2018

terhadap Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD) Tahun 2017

(rangking 6 tk Kota nasional)

1. Penghargaan Adipura untuk yang
ke-enam kalinya dari
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik
Indonesia kategori kota kecil

2. Sakip Award 2018 dari
KeMenterian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KeMenpan-RB)

3. Penghargaan Prestasi Kinerja
dengan Status Sangat Tinggi
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
berdasarkan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD) Tahun 2018
terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Tahun 2017
(rangking 8 tk Kota Nasional)

4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun 2018

5. Kota Layak Anak Tahun 2019 dari
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) RI

1. Penghargaan
Anubhawa Sasana
Desa

2. Juara II Kategori
Tutor Pendidikan
Kesehatan Paket A
dalam rangka
Apresiasi GTK PAUD
dan Dikmas
Berprestasi dan
Berdedikasi Tingkat
Nasional Ke-12

Kabupaten 
Pangandaran

Kota 
Tasikmalaya

1. DOB dengan Kategori “Baik”
Tahun 2018 dari Menteri
Dalam Negeri RI

2. Kabupaten Peduli Hak Asasi
Manusia Tahun 2018 dari
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia

3. Laporan Keuangan Tahun
2017 dengan Capaian Opini
Wajar Tanpa Pengecualian
dari Menteri Keuangan

4. Kinerja Penyaluran Dana
Desa Tahun 2017 (Treasury
Award) dari Ditjen
Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat

1. Kota Peduli Hak

Asasi Manusia

(HAM) dari

Kementerian Hukum

dan HAM RI

2. Kota Layak Anak

Predikat Pratama

dari Kementerian

KPPPA

3. Penghargaan dari

Kementerian Hukum

dan HAM katagori

layanan prima untuk

Jaringan

Dokumentasi

Informasi Hukum

(JDIH).

4. Anubhawa Sasana

Kelurahan atau

Desa/Kelurahan

Sadar Hukum

5. Penghargaan Sakip

2019 BB
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Biro Pemerintahan
dan Kerja SamaUsulan Pembentukan CDPOB 2020

A. Persyaratan Dasar Kewilayahan CDP Kabupaten Sukabumi Utara

Persyaratan Dasar

Kewilayahan
Daerah Induk Calon Daerah Persiapan

1. Luas Wilayah Minimal
4.162 KM² (Luas Kab. Sukabumi)

3.214,48 (Luas Daerah Induk)
947,52 KM²

2. Jumlah Penduduk Minimal

2.564.855 jiwa

(Jumlah Penduduk Kab. Sukabumi)

1.247.268 jiwa

(Jumlah Penduduk Daerah Induk)

1.317.587 jiwa

3. Batas Wilayah 

Administrasi

Sudah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar

skala 1 : 125.000

Sebelah Utara : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur

Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan

Kabupaten Cianjur

Sebelah Barat : Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan

Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Sebelah Timur : Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur

BATAS 

WILAYAH
KABUPATEN / KOTA

Utara Kabupaten Bogor

Timur Kabupaten Cianjur

Selatan Samudera Indonesia

Barat

Kabupaten Lebak

Samudera Indonesia



Biro Pemerintahan
dan Kerja Sama

A. Persyaratan Dasar Kewilayahan Calon Daerah Persiapan

Kabupaten Bogor Barat.

Persyaratan Dasar

Kewilayahan
Daerah Induk Calon Daerah Persiapan

1. Luas Wilayah Minimal

2.986,20 KM2 (Luas Kab. Bogor)

1862,14 KM2 (Luas Daerah Induk)

1.124,06 KM2

2. Jumlah Penduduk Minimal

5.965.410 jiwa

(Jumlah Penduduk Kab. Bogor)

4.443.820 

(Jumlah Penduduk Daerah Induk)

1.521.590  jiwa

3. Batas Wilayah 

Administrasi

Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak

Sebelah Barat  : Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang

Sebelah Timur : Kabupaten dan Kota Bogor

Batas Wilayah dibuktikan dengan Titik Koordinat pada Peta Dasar 

Skala pada peta 1 : 250.000

BATAS WILAYAH KABUPATEN / KOTA

UTARA

KABUPATEN TANGERANG

KOTA TANGERANG SELATAN

KOTA DEPOK

KABUPATEN / KOTA BEKASI

BARAT KABUPATEN LEBAK

TIMUR

KABUPATEN KARAWANG

KABUPATEN CIANJUR

KABUPATEN PURWAKARTA

SELATAN
KABUPATEN SUKABUMI

KABUPATEN CIANJUR

TENGAH KOTA BOGOR



Biro Pemerintahan
dan Otnomi DaerahA. Persyaratan Dasar Kewilayahan Calon Daerah Persiapan Kabupaten

Bogor Timur

Persyaratan Dasar

Kewilayahan
Daerah Induk Calon Daerah Persiapan

1. Luas Wilayah Minimal

2.986,20 Km2 (Luas Kab. Bogor)

1.085,43 Km2 (Luas Daerah Induk (Kab. 

Bogor-CDP Kab Bogor Barat dan Bogor 

Timur)

776,71 Km2

2. Jumlah Penduduk Minimal

5.965.410 jiwa

(Jumlah Penduduk Kab. Bogor)

3.098.425 jiwa

(Jumlah Penduduk Daerah Induk (Jumlah

Dearah Induk (Kab. Bogor-CDP Kab Bogor 

Barat dan Bogor Timur))

1.345.395 jiwa

3. Batas Wilayah Administrasi

Sudah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar dengan skala

1:25.000

Sebelah Utara : Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kota Depok

Sebelah Selatan : Kabupaten Cianjur

Sebelah Barat : Kota Depok dan Kabupaten Bogor Induk

Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi, Karawang, & Kab. Purwakarta

BATAS 

WILAYAH
KABUPATEN / KOTA

Utara

Kabupaten Tangerang, Kota 

Tangerang Selatan, Kab/Kota 

Bekasi serta Depok

Timur CDPOB Kab. Bogor Timur

Selatan Kab. Cianjur, Kab Sukabumi

Barat CDPOB Kab. Bogor Barat



Biro Pemerintahan
dan Otnomi Daerah

A. Persyaratan Dasar Kewilayahan CDP Kabupaten Indramayu Barat

Persyaratan Dasar

Kewilayahan
Daerah Induk Calon Daerah Persiapan

1. Luas Wilayah Minimal
2.099,42 Km² (Luas Kab. Indramayu)

1.172,16 Km² (Luas Daerah Induk)
927,26 Km²

2. Jumlah Penduduk Minimal

1.974.520 jiwa

(Jumlah Penduduk Kab. Indramayu)

1.231.358 jiwa

(Jumlah Penduduk Daerah Induk)

743.162  jiwa

3. Batas Wilayah 

Administrasi

Sudah dibuktikan dengan titik koordinat pada Peta Dasar

Skala 1 : 125.000

Sebelah Utara : Laut Jawa, Kab. Indramayu ( Induk )

Sebelah Selatan : Kab. Majalengka, Sumedang & Cirebon

Sebelah Barat : Kab. Subang

Sebelah Timur : Kab. Indramayu ( Induk )

BATAS 

WILAYAH
KABUPATEN / KOTA

Utara Laut Jawa

Timur Laut Jawa & Kab. Cirebon

Selatan
Kab. Cirebon & Kab. 

Majalengka

Barat
CDPOB Kabupaten

Indramayu Barat



Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat

A. Persyaratan Dasar Kewilayahan CDP Kabupaten
Tasikmalaya Selatan

Persyaratan Dasar Kewilayahan Daerah Induk Calon Daerah Persiapan

1. Luas Wilayah Minimal ± 2.708,82 Km2 atau 270.882 Ha ± 1.129,782 KM2 atau 112.978,2 Ha

2. Jumlah Penduduk Minimal

1.835.411 Jiwa 

(Jumlah Penduduk Kab. Tasikmalaya)

1.364.251 Jiwa

(Jumlah Penduduk Daerah Induk)

471.160  Jiwa.

3. Batas Wilayah Administrasi

BATAS 

WILAYAH
KABUPATEN / KOTA

Utara
Kota Tasikmalaya, Kab. 

Ciamis & Kab. 

Majalengka

Timur
Kab. Ciamis & Kab. 

Pangandaran

Selatan Samudera Hindia

Barat Kab. Garut

BATAS 

WILAYAH
KABUPATEN / KOTA

Utara
Kec. Salopa, Kec. Jatiwaras

dan Kec. Tanjungjaya

Kab. Tasikmalaya (induk)

Timur Kab. Pangandaran

Selatan Samudera Hindia

Barat
Kec. Bojonggambir Kab. 

Garut
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa BaratA. Persyaratan Dasar Kewilayahan CDPOB Kabupaten Cianjur Selatan

Persyaratan Dasar Kewilayahan Daerah Induk

1. Luas Wilayah Minimal ± 3.614,35 Km2 atau ± 361.434,98 Ha

2. Jumlah Penduduk Minimal

2.263.201 Jiwa 

(Jumlah Penduduk Kab. Cianjur Menurut

Disdukcapil Cianjur Semester I 2021) 

1.632.880 Jiwa

(Jumlah Penduduk Kabupaten Induk

Setelah dikurangi CDPOB Cianjur Selatan)

3. Batas Wilayah Administrasi

Persyaratan Dasar Kewilayahan Daerah Induk Calon Daerah Persiapan

1. Luas Wilayah Minimal ± 3.614,35 Km2 atau ± 361.434,98 Ha ± 2.311,06 Km2 atau ± 231.106 Ha

2. Jumlah Penduduk Minimal

2.263.201 Jiwa 
(Jumlah Penduduk Kab. Cianjur Menurut Disdukcapil

Cianjur Semester I 2021) 

1.632.880 Jiwa
(Jumlah Penduduk Kabupaten Induk Setelah 

dikurangi CDPOB Cianjur Selatan)

630.321 Jiwa.

3. Batas Wilayah Administrasi

BATAS 

WILAYAH
KABUPATEN / KOTA

Utara
Kab. Bogor, Karawang dan

Purwakarta

Timur
Kab. Purwakarta, Bandung, 

Bandung Barat dan Garut

Selatan Samudera Hindia

Barat Kab. Sukabumi dan Bogor

BATAS 

WILAYAH
KABUPATEN / KOTA

Utara
Kec. Campaka Kab. Cianjur

(Induk)

Timur
Kab. Bandung, Kab. Bandung 

Barat dan Kab. Garut

Selatan Samudera Indonesia

Barat Kab. Sukabumi
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Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa BaratA. Persyaratan Dasar Kewilayahan CDPOB Kabupaten Garut Utara

Persyaratan Dasar Kewilayahan Daerah Induk Calon Daerah Persiapan

1. Luas Wilayah Minimal ± 3.107,0529 Km2 atau ± 310.705,29 Ha ± 512,6074 Km2 atau ± 51.260,74 Ha

2. Jumlah Penduduk Minimal

2.550.203 Jiwa 

1.857.511 Jiwa

(Jumlah Penduduk Kabupaten induk

Setelah dikurangi CDPOB Garut Utara)

692.692 Jiwa.

3. Batas Wilayah Administrasi

BATAS 

WILAYAH
KABUPATEN / KOTA

Utara
Kab. Bandung dan Kab. 

Sumedang

Timur Kab. Tasikmalaya

Selatan Samudera Indonesia

Barat
Kab. Bandung dan Kab. 

Cianjur

BATAS 

WILAYAH
KABUPATEN / KOTA

Utara Kab. Sumedang

Timur Kab. Tasikmalaya

Selatan Kab. Garut (Induk)

Barat Kab. Bandung
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